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ABSTRAK

Judul:
Formalisasi Syariat Islam di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah
Keagamaan)

Peraturan daerah (Perda) keagamaan merupakan peraturan yang bernuansa
syariat Islam di Bulukumba. Ada empat Perda keagamaan di Bulukumba, yaitu
Pertama, Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan
Penjualan Minuman Keras. Kedua, Perda No. 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Zakat Profesi, Infag dan Shadagah di ganti Perda No. 07 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Zakat. Ketiga, Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim dan
Muslimah. Keempat, Perda No. 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran
bagi Siswa dan Calon Pengantin. Penegakan syariat Islam di Bulukumba tidak lepas
dari upaya Komite Persiapan Pelaksana Syariat Islam (KPPSI) dalam
memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan. Alasan pemerintah
menerapkan Perda keagamaan untuk mengurangi angka kriminal, menjaga ketertiban,
dan menguatkan identitas keagamaan di Bulukumba. Di sisi lain implementasi Perda
keagamaan mengalami perdebatan antar aktor negara, Islam, dan masyarakat sipil di
Bulukumba. Tesis ini mengkaji bagaimana dan mengapa muncul formalisasi syariat
Islam di Bulukumba, bagaimana dinamika proses politik kebijakan Perda keagamaan,
dan bagaimana negosiasi antar aktor terkait implementasi Perda keagamaan di
Bulukumba.

Penelitian ini menemukan bahwa munculnya formalisasi syariat Islam di
Bulukumba karena Adanya relasi antar aktor institusi pemerintah dengan KPPSI
memudahkan munculnya Perda-perda bernuansa syariah serta dorongan dari
organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan
lain-lain. Terdapat keinginan pemerintah untuk mengurangi tindakan kriminal dan
meningkatkan kualitas keimanan masyarakat Bulukumba. Sejarah Bulukumba yang
menjadi daerah Islamisasi dato Ri Tiro menjadikan keinginan yang kuat bagi
pemerintah untuk melakukan formalisasi syariat Islam di Bulukumba.

Implementasi Perda keagamaan tersebut memunculkan sejumlah program-
program pengembangan nilai-nilai keagamaan sebagai upaya penegakan Perda
keagamaan. Program-program tersebut seperti, operasi minuman keras (miras), zakat
community development, pengentasan buta aksara al-Qur’an, pemakaian busana
Muslim dan Muslimah di ruang publik, dan masih banyak program keagamaan
lainnya. Pemerintah Bulukumba membentuk desa dan kelurahan Muslim sebagai
kawasan percontohan pelaksanaan Perda keagamaan. Penerapan syariat Islam
berimplikasi kepada tatanan masyarakat dan konstalasi politik lokal. Pemahaman
masyarakat akan syariat islam semakin siginifikan. Namun, masih ada kasus yang
muncul akibat Perda tersebut. Berbagai upaya negosiasi antar aktor pemerintah, tokoh
agama, dan masyarakat sipil dalam mempertahankan kepentingan terhadap segala
kritikan yang muncul untuk penegakan Perda keagamaan di Bulukumba.

Kata kunci : Implementasi, Syariat Islam, dan Perda Keagamaan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses formalisasi syariat Islam di Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih
sepuluh tahun terakhir cukup menarik dan dalam sejumlah hal mengandung
kontroversi. Perdebatan pro dan kontra tetap terjadi soal formalisasi syariat Islam di
Indonesia yang sejatinya bukan negara Islam. Apakah formalisasi syariat Islam
hanya sebuah wacana saja untuk kepentingan tertentu atau memang dilakukan
sebagai suatu kewajiban sesuai perintah Islam, sehingga dapat diaplikasikan dalam
hidup keseharian. Salah satu cara yang ditempuh daerah di Indonesia untuk
implementasi syariat Islam adalah dengan membuat peraturan daerah terkait syariat
Islam.

Gerakan Islam syariat yang memperjuangkan formalisasi penerapan syariat
Islam dalam kehidupan negara di Indonesia muncul secara terbuka pada awal era
reformasi. Gerakan ini dimulai oleh usaha sekelompok umat Islam guna
memasukkan kembali piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945 pada sidang
tahunan MPR-RI tahun 2000.' Ada beberapa kelompok Islam yang
memperjuangkan Piagam Jakarta tersebut yaitu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),
Front Pembela Islam (FPI), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Komite
Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) cabang Sulawesi Selatan, Majelis
Mujahidin Indonesia (MMI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Front
Hizbullah, dan lain-lain, ditambah beberapa partai politik Islam. Piagam Jakarta
adalah hasil kompromi oleh pemimpin-pemimpin Islam di Badan Penyelidik

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terdiri dari Soekarno,

'Haedar Nashir, Islam Syariat Reproduksi Salafiyah ldeologis di Indonesia (Bandung:
Mizan, 2013), 53.



Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkar,
Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasyim, dan Muhammad Yamin.?

Gerakan formalisasi syariat Islam berlangsung secara relatif luas di Sulawesi
Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan juga beberapa daerah lain. Fakta yang paling jelas
dalam memperjuangkan syariat Islam tumbuh dan berkembang terutama di wilayah
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Ketiga
daerah tersebut dikenal menjadi basis gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
(DI/TH) yang dikategorikan sebagai daerah dengan penduduk beragama Islam dan
basis dari kekuatan-kekuatan politik Islam pada masa lalu.®> Dalam penelitian ini,
peneliti lebih fokus mengkaji formalisasi syariat Islam dalam aspek implementasi
syariat Islam dalam kebijakan peraturan daerah (Perda) syariah di Kabupaten
Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kebijakan Perda muncul akibat adanya desentralisasi yang mengalihkan
perencanaan pembangunan dan pertanggungjawaban pengelolaan kepada unit-unit
pemerintah daerah.* Perda merupakan produk dari parlemen lokal dengan
persetujuan bersama dengan Kepala Daerah. Penyusunan Perda merupakan langkah
memberikan kerangka hukum terhadap upaya untuk mengatasi permasalahan sosial
atau mengarahkan perilaku subjek hukum ke arah tujuan tertentu yang telah
disepakati dalam sistem perencanaan legislasi (prolegda).> Terdapat peraturan yang
mengatur hal tersebut yaitu, UU No. 32 Tahun 2004 diatur mengenai hubungan
antara kewenangan pemerintah dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 UU No. 22 Tahun 1999 menekankan kewajiban daerah dalam otonomi

Agussalim Sitompul, Usaha-usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat
Islam di Indonesia (Jakarta: Misaka Galiza, 2008), 286.

*Haedar Nashir, Islam Syariat, 293.

“Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa,
Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus (Bandung: Nusa Media, 2014), 31.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, Legislative Drafting Teori dan Teknik
Pembuatan Peraturan Daerah (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 2009), 149-150.



daerah sesuai kewenangannya sedangkan pasal 7 UU No. 32 Tahun 2004,
kewenangan daerah didefinisikan sebagai otonomi yang mencakup seluruh bidang
pemerintahan dan dalam pasal 10 ayat d yang mengatur bahwa: “penegakan hukum
terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau dilimpahkan kewenangannya
oleh pemerintah.”6

Bulukumba menjadi daerah pertama yang menerapkan syariat Islam di
Sulawesi Selatan. Ada empat Perda syariah di Bulukumba yaitu, pertama, Perda
Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan
Minuman Keras. Kedua, Perda Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat
Profesi, Infaq dan Shadagah diganti Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang
pengelolaan zakat. Ketiga, Perda Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim
dan Muslimah. Keempat, Perda Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis
Al-Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin.

Penegakan syariat Islam di kabupaten Bulukumba tidak lepas dari upaya
Komite Persiapan Pelaksanaan Syariat Islam (KPPSI) dalam memperjuangkan
formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan. Secara historis, Sulawesi Selatan
pernah menjadi salah satu pusat gerakan Islam garis keras Darul Islam (DI-TII)
Kahar Mudzakkar pada awal orde lama. Perseteruan DI-TIl dengan pemerintah
yang cukup lama secara kultural membentuk kesadaran kolektif Islamisme pada
masyarakat. Pasca Reformasi, anggapan mengenai kuatnya Islamisme di Sulawesi
Selatan sehingga dibentuk KPPSI mulai tahun 2000. Ada hal yang mendorong
semangat menegakkan syariat Islam di bumi Sulawesi Selatan, adalah adanya
pandangan dunia (world view) seluruh komponen Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI)

yang tergabung dalam sebuah jaringan perjuangan KPPSI. Bahwa Islam dan politik

®Tim Peneliti WEMC, Dekonstruksi Agensi Perempuan dalam Konteks Muslim: Membuka
Topeng Implementasi Syariat Islam di Level Lokal (Jakarta: WEMC, 2011), 9.



tidak dapat dipisahkan. Karena itu Islam tidak melulu mengurus masalah privat
tetapi juga menyelesaikan persoalan kehidupan secara luas (public) di dunia
termasuk dunia politik. Islam adalah way of life bagi seluruh manusia atas segala
problematika yang mendera kehidupannya untuk dipecahkan, termasuk dalam hal
berpolitik.’

Penyelenggaraan otonomi atau otonomisasi pemerintah di Kabupaten
Bulukumba tampak jelas tidak mengurangi semangat keberagamaan. Sekalipun
penanganan bidang agama belum termasuk bidang yang diserahkan kepada daerah
otonom, namun bidang tersebut tetap mendapat perhatian Pemerintah kabupaten
Bulukumba. Agama justru menjadi visi Kabupaten Bulukumba. Visi Kabupaten
Bulukumba dalam rencana strategis ditegaskan untuk : “mewujudkan Bulukumba
sebagai pusat pelayanan di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berbasis pada
sumber daya lokal yang bernafaskan keagamaan” (LPJ Bupati Bulukumba,
2003:99).% Nilai yang bernafaskan Islam tersebut masih ada dalam visi Kabupaten
Bulukumba periode 2016-2021 yaitu : “Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan
terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi
kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokrasi dan 1religius.”9

Di Kabupaten Bulukumba sendiri, ada banyak elemen yang menghalangi
dalam penerapan Perda syariah. Pemyataan A. Patabai Pabokori (mantan Bupati
Bulukumba) menegaskan bahwa penerapan syariat Islam sebenarnya bukan hanya
keinginan pemerintah akan tetapi keinginan dari masyarakat Bulukumba sehingga

mendapat sambutan dari anggota DPRD Bulukumba serta adanya dukungan KPPSI

"Andi Muawiyah Ramly. dkk, Demi Ayat Tuhan Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam
(Jakarta: OPSI, 2007), 178.

®Mas Alim Katu, “Peraturan Daerah Bulukumba dan Syariat Islam dalam Kehidupan
Bermasyarakat”, Anis K Al-Asyari dkk (ed.), Menapak Hari Esok Bulukumba yang Lebih Baik (
Makassar: BPPM, 2004), 181.

Pemerintah Daerah Bulukumba, “Visi-Misi Kabupaten Bulukumba”, di akses dari
http://www.bulukumbakab.go.id/node/56 (diakses 9 oktober 2016).



http://www.bulukumbakab.go.id/node/56

dan Jundullah selaku pendorong terbentuknya Perda syariah di Bulukumba.
Walaupun demikian, tetap ada polemik kebijakan pelaksanaan Perda syariah di
Kabupaten Bulukumba. Permasalahan yang muncul baik secara yuridis,
implementasi, dan efektivitas pelaksanaannya dari ditetapkannya hingga
sekarang.'?

Kabupaten Bulukumba setelah menerapkan Perda syariah telah membentuk 12
desa/kelurahan muslim sebagai salah satu bentuk penerapan Perda syariah. 12
desa/kelurahan tersebut terbagi di beberapa kecamatan di Bulukumba. Pergantian
rezim pemerintahan membuat dinamika kebijakan perda syariah hanya sebatas
peraturan tanpa pelaksanaan efektif berbeda ketika saat Perda pertama Kkali
dilegalkan di Bulukumba.

Dari 4 item Perda syariah tersebut, maka sesungguhnya PEMDA Bulukumba
menjadikan ajaran-ajaran zakat, pandai baca tulis al-Qur’an, pemakaian busana
muslim, dan larangan mengonsumsi minuman beralkohol/khamar yang merupakan
objek hukum Islam menjadi hukum positif melalui pembentukan peraturan daerah
keagamaan.

B. Rumusan Masalah

Tesis ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dan mengapa muncul formalisasi syariat Islam di
Bulukumba?

2. Bagaimana dinamika proses politik implementasi kebijakan Perda
keagamaan di Bulukumba?

3. Bagaimana negosiasi antar aktor terkait syariat Islam di Bulukumba?

Andi Manaungi, “Penerapan Perda Syariat Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku
Penyimpangan Remaja di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar:
Fak. llmu Sosial dan IImu Politik UNHAS, 2013), 2.



C. Tujuan Penelitian

Fokus terhadap rumusan masalah tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan
meneliti formalisasi syariat Islam dalam aspek implementasi empat Perda
keagamaan di Bulukumba yaitu pertama, Perda No. 3 tahun 2002 tentang larangan,
pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman keras kedua, Perda No. 2 tahun
2003 tentang pengelolaan zakat profesi, infag, dan shadagah serta Perda perubahan
Perda No. 7 tahun 2015 tentang pengelolaan zakat. Ketiga, Perda No. 5 tahun 2003
tentang pakainam Muslim dan Muslimah. Keempat, Perda No. 6 tahun 2003 tentang
pandai baca tulis al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin. Penelitian tersebut
memuat aspek-aspek sejarah formalisasi syariat Islam sebagai awal lahirnya Perda
keagamaan, mengetahui dinamika proses politik implementasi kebijakan Perda
keagamaan, mengetahui hasil implementasi, program Perda, serta mendiskusikan
negosiasi yang terjadi akibat implikasi Perda keagamaan.
D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa kajian tentang formalisasi
syariat Islam di Sulawesi Selatan. Kajian itu bisa dibagi menjadi beberapa aspek,
antara lain aspek diskriminasi perempuan oleh Tim peneliti Solidaritas
Perempuan™, Dewi Candraningrum?, dan Erwin Nur Rif’ah™. Aspek politik

syariah KPPSI oleh Mujibburahman**dan Andi Muawiyah Ramly™. Aspek gerakan

“Tim Peneliti WEMC, Dekonstruksi Agensi Perempuan dalam Konteks Muslim: Membuka
Topeng Implementasi Syariat Islam di Level Lokal (Jakarta: WEMC, 2011).

Dewi Candraningrum, “Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Shari’a
Ordinances (Perda Syariah),” Jurnal Al-Jami’ah, Vol. 45, No. 2 (2007).

BErwin Nur Rif’ah, “Women Under Sharia: Case Studies in The Implementation of Sharia-
Influenced Regional Regulations (Perda Sharia) in Indonesia”, Disertasi (Australia: Victoria
University, 2014).

“Mujiburrahman, “Politik Syariah: Perjuangan KPPSI di Sulawesi Selatan”, Martin van
Bruinessen (ed), Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalism, terj. Agus
Budiman (Bandung: Mizan, 2014).



Islam global dan lokal oleh Mahmuddin.'® Aspek perjuangan Islam formalis DI/TII
ke KPPSI oleh Hamdan Juhannis.*” Aspek problematika Perda syariah oleh Robin
Bush.®® Aspek korupsi oleh Michael Buehler.”® dan, Aspek penanggulangan
perilaku menyimpang oleh Andi Mannaungi.”

Dari kajian-kajian penelitian sebelumnya hanya mengkaji implementasi dari
dimensi gender, upaya dan gerakan KPPSI melakukan formalisasi syariat Islam,
implikasi Perda terhadap perubahan perlikau masyarakat, dan politik keuangan atas
Perda keagamaan di Bulukumba. Beberapa peneliti sebelumnya hanya mengkaji
satu Perda keagamaan saja dan belum sepenuhnya membahas lebih spesifik
implementasi keempat Perda keagamaan setelah adanya perubahan Perda
keagamaan di Bulukumba.

Oleh karena itu, Peneliti ingin mengamati dan memberi dimensi lain atas
perubahan kebijakan Perda keagamaan karena pergantian rezim pemerintahan dari
waktu ke waktu di Bulukumba. Penelitian ini lebih spesifik mengkaji tentang
implementasi Perda Keagamaan yang memuat beberapa aspek, yaitu proses politik

kebijakan Perda keagamaan (agenda setting kebijakan dan formulasi kebijakan

Andi Muawiyah Ramly. dkk, Demi Ayat Tuhan Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam
(Jakarta: OPSI, 2007).

*Mahmuddin, “Gerakan Islam Formalisasi Syariat (Studi Tentang Gerakan Islam Global
Hizbut Tahrir (HTI) dan Gerakan Islam Lokal Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI)
di Sulawesi Selatan)”, Disertasi (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Hamdan Juhannis, “The Struggle for Formalist Islam in South Sulawesi: From Darul
Islam (DI) to Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI)”, Disertasi (Australia: Australia
National University, 2006).

"®Robin L. Bush, Regional Shari’a Regulation in Indonesia: Anomaly or Symptom?”, Greg
Fealy and Sally White (ed.), Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia (Singapura:
Institute Of Southeast Asian Studies, 2008).
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Perda keagamaan), desain program Perda keagamaan, dan negosiasi kepentingan
antar aktor. Oleh karena itu peneliti berupaya mengkaji hal-hal tersebut.
E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis formalisasi syariat Islam studi implementasi kebijakan
Perda keagamaan di Bulukumba sebagai upaya untuk membantu mendeskripsikan,
memahami, serta menjelaskan, maka peneliti meminjam beberapa teori yang cukup
relevan dengan tema kajian. Beberapa aspek yang dibahas dalam penelitian ini
yaitu, berkenaan dengan proses politik kebijakan publik, relasi antar aktor yang
memiliki kepentingan atas Perda keagamaan, dan gerakan sosial keagamaan. Ketiga
hal ini peneliti gunakan untuk memahami implementasi Perda keagamaan sebagai
upaya instansi pemerintah dan ormas Islam dalam mengaktualisasikan formalisasi
syariat Islam di Bulukumba.

Terbentuknya Perda keagamaan dapat dilihat sebagai gerakan sosial (social
movement) keagamaan yang mengandung beberapa aspek, yakni pertama, aktor
yang menggerakkan dan pengikut yang mendukung gagasan aktor utama. Kedua,
proses faktual sebagai dasar sosial keagamaan yang mendorong Kkelahiran,
perkembangan, dinamika, kontinuitas dan diskontinuitasnya. Ketiga, pandangan
dunia (world view) dan sistem nilai yang mencakup keyakinan teologis, paham
ideologis, simbol, serta cita-cita yang mendasarinya. Keempat, konteks sosial
budaya yang berupa tindakan dan reaksi yang dihadapi para pendukungnya.?

Pada kerangka teoritis ini peneliti mengutip beberapa teori atau model
pendekatan yang dianggap cukup relevan guna memahami objek kajian terkait.
Peneliti meminjam beberapa teori atau model pendekatan antara lain : teori yang

dicetuskan oleh William Dunn tentang tahapan pembuatan kebijakan publik.

?'Rumadi, dkk, “Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi: Survey Singkat dari
Berbagai Daerah”, Badrus Samsul Fata (ed.), Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme,
Konflik, dan Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2011), 16.



Menurut william Dunn tahapan kebijakan publik meliputi, penyusunan agenda
(agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), legitimasi kebijakan
(policy adoption), implementasi kebijakan (policy implementation), dan penilaian
kebijakan (policy evaluation).?

Secara generik, terdapat empat jenis kebijakan publik, yaitu: pertama,
kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikodofokasi secara tertulis dan
disahkan agar dapat berlaku. Kedua, kebiasaan umum lembaga publik yang telah
disepakati (konvensi). Ketiga, pernyataan kebijakan publik merupakan pernyataan
pejabat publik di depan publik. Keempat, perilaku pejabat publik mengenai
kebiasaan  pejabat dalam  kepemipinannya mempengaruhi  lingkungan
kebijakannya.”®

Theodore Lowi yang berpendapat bahwa kebijakan menentukan dinamika
politik. Hasil setiap kebijakan mendapat tanggapan khusus dari mereka yang
terkena dampak. Dampak oleh kebijakan menentukan perdebatan politik dalam hal
pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Persepsi hasil-hasil kebijakan adalah
penting, pembuat kebijakan dalam posisinya mempengaruhi persepsi pada proses
kebijakan.?

Perda keagamaan yang bernuansa syariah bisa dilihat dari tiga unsur
kepentingan yaitu, agama, negara, dan masyarakat. Leon Buskens mengistilahkan
“Islamic Triangle”, dalam teori ini akan melihat relasi ketiga unsur dalam
hubungannya secara berkesinambungan. Sistem hukum Islam memberikan
hubungan antara syariah, negara, dan masyarakat. Peran tokoh agama (lslam)

mengintrepretasikan kehendak Allah dan mengembangkan aturan hukumnya

Z\illiam Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2003), 24.

Riant Nugroho, Public Policy edisi ke 6 (Jakarta: Elex Media, 2017), 125.

*Frank Fischer, dkk, Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik, dan Metode, terj.
Imam Baihagie (Bandung: Nusa Media, 2015), 153-154.



berbentuk undang-undang ke masyarakat. Secara umum negara tidak memiliki
kekuatan untuk menerapkan interpretasi syariat Islam terhadap penduduk. Namun,
Pada praktiknya adat istiadat memainkan peran penting dalam mengatur
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, tokoh agama berupaya
menghubungkan syariat Islam secara legal dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat
selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kondisi ini
mengakomodasi relasi ketiga unsur tersebut antara agama, negara, dan masyarakat
yang ditandai dinamika dan fleksibilitas yang cukup besar.®

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memahami berbagai dinamika implementasi
dalam upaya formalisasi syariat Islam berbentuk Perda keagamaan di Bulukumba.
Penelitian ini dilaksanakan selama + 3 bulan (februari-mei 2017). Adapun metode
pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan wawancara, e-survey, observasi,
dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pejabat instansi pemerintahan dan
legislatif Bulukumba, tokoh agama, masyarakat, dan pendidik, serta masyarakat
umum. Jumlah informan yang diwawancarai secara mendalam sebanyak 15
informan dan jumlah responden survey = 70 orang. Hal ini dilakukan sebagai
upaya mendapatkan keterangan mengenai dinamika kebijakan Perda keagamaan di
Bulukumba.

Secara teknis wawancara dilakukan peneliti secara formal ketika berhadapan
dengan informan yang tergolong pejabat publik, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh pendidik. Di samping itu peneliti membagikan lembar kuesioner sebagai
sampel dari populasi ke masyarakat umum dan siswa/wi SMP dan SMA di

Bulukumba. Wawancara via media sosial juga dilakukan untuk memudahkan

|eon Buskens, “An Islamic Triangel Changing Relationships Between Sharia, State Law,
and Local Customs”, Isim Newsletter 5 (2000), 1.
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informan dan peneilit dalam mengumpulkan data. Pada saat observasi peneliti
mengunjungi kegiatan-kegiatan keagamaan dan hal-hal yang berkaitan dengan
perilaku sosial keagamaan di Bulukumba. Dokumentasi dilakukan dengan
mengumpulkan Perda keagamaan, profil pembangunan, dan mendokumentasikan
simbol-simbol syariat Islam di Bulukumba.

Tahap validasi, peneliti menggunakan triangulasi data. Validasi data dengan
menguji dan mengkonfirmasi antar data untuk kemudia peneliti sajikan dalam
bentuk naratif deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini akan disajikan dalam lima bagian bab yang terdiri dari beberapa
sub-bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang permasalahan
dinamika politik munculnya implementasi kebijakan Perda bernuansa syariah di
kabupaten Bulukumba, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian
pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Il membahas syariat Islam di Bulukumba. Dalam bab ini dijelaskan
sejarah awal dan alasan lahirnya Perda keagamaan di Bulukumba. Memberikan
deskripsi mengenai kondisi sosial keagamaan, proses Islamisasi syiar Islam,
sebagai pemahaman geografis dan profil keagamaan. Menguraikan transformasi
Crash Program menjadi Perda keagamaan sebagai payung hukum pelaksanaan
aturan syariat Islam, serta membahas muatan regulasi berbasis syariah di
Bulukumba.

Bab 11l menguraikan proses politik kebijakan dan konten Perda keagamaan di
Bulukumba. Menjelaskan dasar hukum proses perumusan Perda, konten Perda,
hingga pra implementasi Perda. Selain itu bab ini juga menjelaskan relasi Pemkab

dengan ormas Islam pada tataran perumusan kebijakan.
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Bab IV menguraikan implementasi kebijakan Perda keagamaan. Dalam bab ini
menjelaskan program-program Pemerintah, dinamika keagamaan dan upaya
Desa/kelurahan Muslim sebagai kawasan percontohan dalam menegakkan Perda
keagamaan di Bulukumba. Pada akhirnya akan dijelaskan implikasi Perda terhadap
religiusitas masyarakat muslim Bulukumba.

Bab V masih terkait dengan bab keempat, yaitu menjelaskan tentang negosiasi
kepentingan atas Perda keagamaan di Bulukumba. Proses negosiasi tersebut
menjelaskan substansi perdebatan yang dilakukan oleh negara, tokoh agama, dan
masyarakat sipil dalam menerapkan ideologi syariat Islam di Bulukumba.

Bab VI penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan

mengenai implementasi Perda keagamaan.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara
historis kebijakan keagamaan yang bernuansa syariat Islam berkembang di
Bulukumba sejak tahun 1998 dalam bentuk Crash Program keagamaan yang
diinisiasi olen Andi Patabai Pabokori. Pada saat itu Pemda Bulukumba bersama
beberapa tokoh agama merumuskan regulasi yang dimuat dalam beberapa poin Crash
Program sebagai payung hukum. Pada tahun 2002-2003 ditetapkan 4 Perda
bernuansa syariah di Bulukumba yang diberi nama Perda keagamaan.

Bulukumba menjadi daerah pertama penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan.
Policy making (pemangku kebijakan) bersama ormas Islam (NU, Muhammadiyah,
dan lain-lain) sepakat untuk menerapkan Perda keagamaan karena Bulukumba
dikenal sebagai salah satu daerah penyebaran syiar Islam. Secara institusional
munculnya Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang membawa misi
formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan memudahkan pengampu kebijakan
mengimplementasikan Perda keagamaan di Bulukumba. Relasi yang kuat antara
lembaga KPPSI dengan aktor kebijakan dan tingginya angka kriminal yang jauh dari
nilai-nilai Islam menjadikan Pemkab Bulukumba menerapkan regulasi syariat Islam
dalam hal membentuk masyarakat Bulukumba yang religius.

Tahapan pembentukan Perda keagamaan dimulai, pertama, agenda setting yang
melihat bahwa terdapat masalah publik, pertarungan antar kepentingan, serta desakan
pihak di luar pemerintah menjadikan Perda keagamaan sebagai sebuah agenda di

Bulukumba. Kedua, formulasi kebijakan sebagai tahap perumusan pengambilan
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keputusan yang melihat bahwa terdapat tujuan politik antar institusi dan upaya
mengadopsi ideologi Islam dalam memutuskan pelaksanaan Perda keagamaan.
Ketiga, implementasi kebijakan sebagai tahap realisasi keputusan aktor kebijakan
dengan pelaksanaan program-program syariat Islam di Bulukumba.

Implementasi Perda keagamaan di Bulukumba melahirkan beragam program
pemerintah yang bersifat umum seperti razia minuman keras, gerakan Bulukumba
berzakat, seleksi baca al-Qur’an bagi siswa-siswi dan calon pengantin, pembinaan
lembaga keagamaan, dan pelaksanaan lomba keagamaan. Adapun program yang
bersifat khusus yaitu pembentukan Desa dan Kelurahan Muslim di setiap kecamatan
sebagai kawasan percontohan penegakan Perda keagamaan. Dalam penelitian ini
terdapat dua kawasan percontohan Muslim yang diamati yaitu, Desa Muslim Padang
dan Kelurahan Muslim Ballasaraja. Kedua kawasan Muslim ini menjalankan Perda
keagamaan cukup efektif untuk mengubah kesadaran masyarakat mengenai implikasi
praktis dari Perda keagamaan.

Awal implementasi Perda keagamaan memiliki dampak signifikan ke masyarakat
untuk menciptakan Kkarakter religius. Seiring waktu berjalan, adanya rotasi
kepemimpinan kepala daerah Bulukumba memberikan hasil yang tidak maksimal
terhadap penegakan Perda keagamaan. Hal ini berdampak terhadap kondisi sosial
masyarakat, cita-cita terciptanya masyarakat religius nampaknya jauh dari harapan.
Ada upaya pemerintah sekarang menghidupkan kembali syiar Islam di Bulukumba
melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti, lomba STQ, Majelis Taklim, busana
muslim, dan lain-lain. Oleh karena itu, cita-cita akan membentuk masyarakat

Bulukumba yang religius masih menjadi harapan.
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Meskipun awal implementasi Perda keagamaan memberikan hasil signifikan
terhadap moralitas, ketertiban, dan menguatnya nilai-nilai Islam di masyarakat
Bulukumba. Perdebatan dan negosiasi antar elite politik lokal (pemerintah) dan
masyarakat sipil (LSM) masih tetap terjadi karena LSM menilai Perda bernuansa
syariah inkonstitusional dan membatasi hak-hak sipil masyarakat. Namun,
masyarakat pada umumnya masih menyetujui pelaksanaan Perda ini karena
memberikan hasil positif terhadap masyarakat. Meskipun Perda keagamaan masih
berlaku hingga saat ini akan tetapi hanya sebagai simbol penguatan legalitas
keagamaan dan agenda elite politik lokal untuk mempertahankan kekuasaannya
kepada konsituen yang mayoritas masyarakat Muslim di Bulukumba.

Secara keseluruhan, saat ini keberadaan Perda keagamaan hanya sebagai regulasi
penguatan pelaksanaan syariat Islam di Bulukumba. Tanpa keberadaan Perda
bernuansa syariah masyarakat tetap mempraktekkan nilai-nilai Islam. Agenda Islam
politik dalam mempertahankan kekuasaan tidak selamanya mendapatkan simpati
publik di Bulukumba. Terbukti pada masa kontestasi pemilihan kepala daerah
(Pilkada) tahun 2010 incumbent (calon petahana) yang populer mengkampanyekan
syariat Islam di Bulukumba tidak terpilih kembali sebagai kepala daerah saat itu.
Perubahan dalam setiap pergantian rezim kepala daerah, penerapan syariat Islam
sering tidak berjalan stabil dalam penegakannya.

B. Saran

Hal yang muncul dari penelitian ini bukan akhir dari pembahasan, justru akan

membuka kemungkinan pembahasan yang lebih luas dari berbagai aspek syariat

Islam di Bulukumba. Mendeskripsikan formalisasi syariat Islam di Bulukumba sangat
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beragam akan pembahasan sehingga peneliti memiliki keterbatasan untuk eksplorasi
secara mendalam mengenai penerapan Perda keagamaan dalam tesis ini.

Penelitian lebih lanjut sangat penting untuk diwujudkan karena pada dasarnya
Perda keagamaan memiliki empat Perda bernuansa syariat Islam yang pada tahun
2015 terdapat satu Perda mengalami pergantian pasca evaluasi konteks dan konten
Perda keagamaan yang memiliki analisis mendalam terhadap implementasinya di
Bulukumba. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penyempurnaan keterbatasan

tesis ini untuk peneliti selanjutnya.
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